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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Pembiayaan, Direktorat Jenderal Prasaran dan Sarana
Pertanian tahun 2014 telah disusun dalam rangka memenuhi kewajiban untuk
memperpertanggungjawabkan kepada publik hasil kegiatan yang telah dilakukan baik
tugas pokok maupun fungsi oleh Direktorat Pembiayaan. Laporan Akuntabilitas ini
diharapkan bisa memberikan gambaran kinerja yang mencakup visi misi, tujuan, sasaran,
capaian kinerja baik kegiatan maupun keuangan.

Capaian kinerja yang sudah dicapai oleh Direktorat Pembiayaan tahun 2014 antara lain
mampu mendorong sumber-sumber pembiayaan untuk akses kepada petani, peternak
dan pelaku agribisnis. Sumber sumber pembiayaan tersebut berasal baik dari perbankan,
non perbankan melaui skim kredit program, kredit komersial maupun pembiayaan
syariah.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Pembiayaan dalam pencapaian laporan ini
meliputi : 1) penyusunan program dan rencana teknis Direktorat, 2) fasilitasi penyaluran
kredit program untuk sektor pertanian, 3) berkembangnya fungsi kelembagaan petani di
desa malalui program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), penumbuhan
fungsi kelembagaan ekonomi petani di gapoktan dengan terbentuknya Lembaga
Keuangan Mikro Agribisnis sebagai unit usaha dalam keorganisasian gapoktan dan 4)
upaya memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap usaha petani dengan
menyusun kebijakan melalui program asuransi pertanian.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini bisa memberikan informasi jelas dalam
pelaksanaan program Direktorat Pembiayaan serta acuan dalam peningkatan kinerja di
masa yang akan datang.

Jakarta, Januari2o015
Direktur Pembiayaan Pertanian,

Ir. Mulyadi Hendiawan, MM



BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/
OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian,
diterbitkan bahwa aspek pembiayaan sektor pertanian berada di Direktorat
Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
Dalam menjalankan fungsinya Direktorat Pembiayaan Pertanian melakukan
koordinasi lintas sektor antara lain Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,
Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM,
Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Perbankan, Lembaga Keuangan Non
Bank, Lembaga Penjaminan, dan lain-lainnya.

Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas

Direktorat Pembiayaan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar prosedur
dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
pembiayaan pertanian.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Direktorat

Pembiayaan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan program,
pembiayaan syariah dan kerjasama, pembiayaan agribisnis serta
kelembagaan dan pemberdayaan agribisnis.

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan program, pembiayaan syariah
dan kerjasama, pembiayaan agribisnis serta kelembagaan dan
pemberdayaan agribisnis.

¢. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan
program, pembiayaan syariah dan kerjasama, pembiayaan agribisnis serta
kelembagaan dan pemberdayaan agribisnis.

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan program,
pembiayaan syariah dan kerjasama, pembiayaan agribisnis serta
kelembagaan dan pemberdayaan agribisnis.

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembiayaan Pertanian.
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1.3 Organisasi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Direktorat
Pembiayaan Pertanian terdiri atas 4 (empat) Subdirektorat dan 1 (satu)
Subbagian Tata Usaha serta masing-masing Subdirektorat terdiri atas 2
(dua) seksi, yaitu :

o))

. Subdirektorat Pembiayaan Program;

b. Subdirektorat Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama;

c. Subdirektorat Pembiayaan Agribisnis;

d. Subdirektorat Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis;
e. Subbagian Tata Usaha.

Struktur Organisasi Direktorat Pembiayaan Pertanian seperti bagan di bawah ini :

SARANA PERTANIAN

l

[ DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN }

[ DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN }

:[ Subbagian Tata Usaha }

v v v

) . :
Subdirektorat Subdirektorat Subdirektorat Subdirektorat
Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan Kelembagaan dan
Program Syariah dan kerja Agribisnis Pemberdayaan
sama Agribisnis
Y, g
l l l L A
4 N 4 N
Seksi Data Seksi Pembiayaan Seksi Materi Seksi
dan Informasi Syariah dan Verifikasi Kelembagaan
\_ J 1L Agribisnis )
( ) | N
Seksi Pendamp. Seksi Seksi Fasilitasi Seksi
dan Bimb.Teknis Kerja Sama <« | danPemantauan |«'| pemberdayaan [*
\_ J L Agribisnis )

Gambar : Susunan Organisasi Direktorat Pembiayaan Pertanian
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1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pembiayaan

Pertanian, didukung dengan 45 orang pegawai yang terdiri dari 8 orang
pegawai golongan 1V, 34 orang pegawai golongan Ill dan 3 orang pegawai
golongan Il.

1.5 Dukungan Anggaran Direktorat

anggaran Direktorat Pembiayaan Pertanian Tahun 2014 sebesar Rp.
228.042.484.000,- yang terdiri dari :

a.

> @

Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Perencanaan dan Pelaporan
sebesar Rp. 2.161.200.000,-

. Kegiatan Pengembangan Kredit Program Pertanian sebesar Rp.

1.789.720.000,-
Kegiatan Pembiayaan Usaha Agribisnis sebesar Rp. 1.570.700.000,-

. Pembinaan Penyelia Mitra Tani (PMT) dalam rangka PUAP Rp.

47.775.300.000,-

. Kegiatan Pengembangan Pembiayaan Syariah dan Kerjasama sebesar Rp.

1.557.764.000,-

Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis
sebesar Rp. 1.128.500.000,-

Kegiatan Bansos PUAP sebesar Rp. 171.866.300.000,-

. Pengadaan alat pengolah data sebesar Rp. 193.000.000,-
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BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1.  Rencana Strategis Tahun 2011-2014

Rencana Strategis Direktorat Pembiayaan Pertanian Tahun 2011-2014
ditetapkan dengan mengacu kepada Renstra Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian, dan kegiatan prioritas yang menjadi indikator kinerja
utama yaitu :

1. Penyusunan program dan rencana teknis Direktorat;
Fasilitasi penyaluran kredit program untuk sektor pertanian.

3. Berkembangnya lembaga Gapoktan Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan (PUAP).

4. Penyusunan kebijakan perlindungan usaha petani dengan asuransi
pertanian.

5. Penumbuhan dan pengembangan fungsi kelembagaan ekonomi
petani/Gapoktan menuju terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro
Agribisnis (LKM-A).

e Visi dan Misi Direktorat Pembiayaan Pertanian

Visi

Terwujudnya fasilitasi dukungan pembiayaan bagi petani yang mudah
diakses dan berbunga rendah sesuai dengan karakteristik usaha pertanian
serta berkembangnya kelembagaan keuangan mikro agribisnis.

Misi

1. Mewujudkan penyaluran kredit bersubsidi : KKP-E (Kredit Ketahanan
Pangan dan Energi) untuk mendorong peningkatan produksi pangan
menuju tercapainya ketahanan pangan nasional;

2. Mewujudkan penyaluran kredit bersubsidi KUPS (Kredit Usaha
Pembibitan Sapi) untuk menambah populasi sapi mendukung
swasembada daging dan KPEN-RP (Kredit Pengembangan Energi
Nabati dan Revalitasasi Perkebunan) untuk percepatan rehabilitasi
tanaman perkebunan (sawit, karet, kakao);

3. Mewujudkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) pertanian melalui pemanfaatan kredit dengan penjaminan
yaitu kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) sektor pertanian.
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10.

Mewujudkan terbentuk landasan hukum pembiayaan pertanian dalam
bentuk Peraturan sebagai dasar kepastian hukum penyediaan
pembiayaan usaha petani.

Melaksanakan fasilitasi pembiayaan melalui program pemberdayaan
Pengembangan Usaha  Agribisnis Perdesaan (PUAP) bagi
petani/peternak (pemilik dan/atau penggarap) skala kecil, buruh tani.
Mewuijudkan terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-
A) sebagai delivery system pembiayaan petani mikro kecil di perdesaan;
Mendorong ketersediaan subsidi kredit bagi komoditas unggulan
pertanian untuk mendukung pembangunan pertanian dan ketahanan
pangan;

Meningkatkan kerjasama dengan pihak perbankan dan perusahaan
asuransi dalam rangka pengembangan skim-skim kredit komoditas
unggulan pertanian mulai dari hulu-budidaya-hilir, serta skim-skim yang
mendorong industri pertanian;

Mendorong peningkatan market share pembiayaan bagi hasil dari
perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah untuk
pembiayaan usaha pertanian;

Mendorong terbentuknya asuransi pertanian yang memberikan
perlindungan petani dari kerugian usaha akibat perubahan iklim selama
dalam proses produksi.

2.1.1Tujuan dan Sasaran

Tujuan

a.  Melakukan penyusunan program dan rencana teknis
pembiayaan pertanian.

b.  Melakukan fasilitasi penyaluran kredit program yang
disediakan bank untuk sektor pertanian.

c¢.  Mewujudkan ketersediaan pembiayaan bagi petani skala kecil,
buruh tani melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
(PUAP).

d.  Melakukan penyusunan kebijakan perlindungan petani dengan
asuransi pertanian.

e.  Menumbuhkan dan mengembangkan fungsi kelembagaan
ekonomi petani/Gapoktan menuju terbentuknya Lembaga
Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A).
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Sasaran

a. Tersedianya program dan rencana teknis pembiayaan
pertanian.

b.  Tersedianya kredit program (KKP-E dan KUR) oleh perbankan.
Berkembangnya lembaga Gapoktan PUAP.
Terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)
pada Gapoktan PUAP sebagai unit pembiayaan petani
perdesaan.

2.1.2  Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka Direktorat Pembiayaan

Pertanian menempuh kebijakan terkait dengan revitalisasi

pembiayaan pertanian, dalam mendukung 7 (tujuh) Gema

Revitalisasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010-2014 fokus pada fasilitasi

petani, peternak, pekebun dan pelaku agribisnis melalui perangkat

peraturan dan pedoman untuk akses ke sumber pembiayaan dari :

1. Tersedianya standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan
bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;

2. Terfasilitasinya Gapoktan PUAP melalui dana BLM-PUAP;

3. Tersedianya kredit program oleh perbankan;

4. Tumbuh dan berkembangnya fungsi kelembagaan ekonomi
Gapoktan menuju Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A);

2.1.3 Program dan Kegiatan

Program kerja Direktorat Pembiayaan Pertanian merupakan bagian
dari program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
yaitu program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana
pertanian. Adapun kegiatan prioritas Direktorat Pembiayaan
Pertanian adalah  Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang diarahkan
untuk mendukung sub sektor tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan peternakan dalam mencapai sasaran produksi
komoditas prioritas nasional.

2.2. RENCANAKINERJA

Rencana Kinerja Tahun 2014 Direktorat Pembiayaan Pertanian terdiri atas
sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang sudah direncanakan.
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2.2.1 Sasaran Strategis

a. Berkembangnyalembaga Gapoktan PUAP;

b. Tersedianya kredit program (KKP-E dan KUR sektor pertanian) oleh
perbankan;

C. Tersedianya model pelaksanaan asuransi pertanian melalui pilot
project;

d. Terbentuknya LKM-A pada Gapoktan PUAP, sebagai unit
pembiayaan petani perdesaan.

2.2.2 Indikator Kinerja

a. Terfasilitasinya Gapoktan dengan dana penguatan modal usaha
BLM-PUAP;

b. Terealisasinya penyaluran kredit program (KKP-E dan KUR sektor
pertanian) oleh perbankan;

c. Terealisasinya model pelaksanaan asuransi pertanian melalui pilot
project;

d. Meningkatnya kemampuan pengurus Gapoktan dalam mengelola
dana melalui LKM-A.

2.2.3 Target
Target masing-masing kegiatan yang akan dicapai sebagai berikut :

a. Tersedianya kredit program (KKP-E dan KUR sektor pertanian) oleh
perbankan.

1) Tersedianya Pedoman Teknis KKP-E : 900 eksemplar dan
Pedoman Teknis KUR Sektor Pertanian : 900 eksemplar, serta
leaflet KKP-E dan KUR sektor pertanian : 10.000 eksemplar;

2) Terealisasinya penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
(KKP-E) oleh perbankan sebesar Rp. 2 trilyun.

3) Terealisasinya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor
pertanian oleh perbankan sebesar Rp. 5 trilyun.

b. Berkembangnya Lembaga Gapoktan Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan (PUAP).
1) Tersedianya Pedoman PUAP : 1.000 eksemplar, Juknis
Pendamping PUAP: 1.000 eksemplar.
2) Terfasilitasinya Gapoktan dengan dana penguatan Modal Usaha
BLM-PUAP sebanyak 1.713 Gapoktan.
C. Terealisasinya model pelaksanaan asuransi pertanian melalui pilot
project seluas 3.000 Ha.
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Terbentuknya LKM-A pada Gapoktan PUAP, sebagai unit

pembiayaan petani perdesaan.

1) Tersedianya Pedoman LKM-A : 1.000 eksemplar, Juknis Verifikasi
dan Penyaluran PUAP, dengan target : 1.000 eksemplar.

2) Meningkatnya kemampuan pengurus Gapoktan dalam
mengelola dana melalui LKM-A sebanyak 50 LKMA sesuai
dengan target UKP-4.

2.3. PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja Tahun 2014, berdasarkan Rencana Penetapan Kinerja
Tahun 2014, terdiri atas sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang

sudah direncanakan.

2.3.1
a.
b.

2.3.2

2.3.3

Sasaran Strategis

Berkembangnya lembaga Gapoktan PUAP;

Tersedianya kredit program (KKP-E dan KUR sektor pertanian) oleh
perbankan;

Tersedianya model pelaksanaan asuransi pertanian melalui pilot
project;

Terbentuknya LKM-A pada Gapoktan PUAP berprestasi, sebagai unit
pembiayaan petani perdesaan.

Indikator Kinerja

Terfasilitasinya Gapoktan BLM-PUAP dengan dana penguatan Modal
Usaha BLM-PUAP;

Terealisasinya penyaluran kredit program (KKP-E dan KUR sektor
pertanian) oleh perbankan;

Terealisasinya model pelaksanaan asuransi pertanian melalui pilot
project;

Meningkatnya kemampuan pengurus Gapoktan dalam mengelola
dana melalui LKM-A.

Target

Target masing-masing kegiatan yang akan dicapai sebagai berikut :

a.

Tersedianya kredit program (KKP-E dan KUR sektor pertanian) oleh

perbankan.

1) Tersedianya Pedoman Teknis KKP-E : 900 eksemplar dan
Pedoman Teknis KUR Sektor Pertanian : 900 eksemplar, serta
leaflet KKP-E dan KUR Sektor Pertanian : 10.000 eksemplar;
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2) Terealisasinya penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
(KKP-E) oleh perbankan sebesar Rp. 2 trilyun.

3) Terealisasinya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor
Pertanian oleh perbankan sebesar Rp. 5 trilyun.

b. Berkembangnya Lembaga Gapoktan Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan (PUAP).

1) Tersedianya Pedoman PUAP : 1.000 eksemplar, Juknis
Pendamping PUAP: 1.000 eksemplar, Leaflet PUAP: 3.300
eksemplar.

2) Terfasilitasinya Gapoktan dengan dana penguatan Modal Usaha
BLM-PUAP sebanyak 1.713 Gapoktan.

C. Terfasilitasinya model pelaksanaan asuransi pertanian melalui pilot
project seluas 3.000 ha;

d. Terbentuknya LKM-A pada Gapoktan PUAP, sebagai unit
pembiayaan petani perdesaan.

1) Tersedianya Pedoman LKM-A dengan target : 1.000 eksemplar,
Leaflet Penumbuhan dan Pengembangan LKM-A pada Gapoktan
Penerima Dana BLM PUAP dengan target 2.000 eksemplar, dan
Juknis Verifikasi Dokumen Administrasi Penyaluran dana BLM
PUAP dengan target : 1.000 eksemplar.

2) Meningkatnya kemampuan pengurus Gapoktan dalam
mengelola dana melalui LKM-A sebanyak 50 LKMA.
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BAB Il

AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT

Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja

yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Berdasarkan hasil penyajian
data dan informasi pengukuran kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian,
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dapat diinterprestasikan
keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan.

3.1

CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT

Hasil pengukuran pencapaian kinerja dilakukan setelah semua data
pencapaian kinerja selesai dihimpun, maka satu per satu diukur realisasi
pencapaian kinerja/ tingkat capaian dibandingkan dengan target. Hasil
pengukuran kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian tahun 2014 diukur
berdasarkan Penetapan Kinerja. Jika terdapat perubahan atau revisi pada
target dan anggaran maka dijelaskan pula pengukuran kinerja berdasarkan
perubahan atau revisi yang telah dilakukan.

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2014 ditetapkan
berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, yaitu : (1) sangat
berhasil (capaian > 100 persen), (2) berhasil (capaian 80-100 persen), (3)
cukup berhasil (capaian 60-79 persen), (4) kurang berhasil (capaian < 60
persen) terhadap target yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan melalui pengukuran indikator kinerja.
Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan angka realisasi dengan angka
target. Adapun akuntabilitas kegiatan, diukur berdasarkan realisasi fisik yang
dicapai dibandingkan dengan target dan indikator kinerja.

Pengukuran capaian sasaran masing-masing kegiatan sebagai berikut :
3.1.1 Pelayanan Pembiayaan Pertanian melalui Fasilitas Kredit Program
(KKP-E dan KUR).

e Fasilitasi kredit program (KKP-E dan KUR sektor pertanian)
merupakan upaya membantu permodalan bagi petani/peternak
dengan suku bunga bersubsidi atau dengan penjaminan (KUR).
Subsidi suku bunga dan imbal jasa penjaminan/premi disediakan
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oleh Pemerintah sebagai insentif bagi petani sehingga usaha
pertanian menjadi layak (bankable).

Kegiatan fasilitasi kredit program (KKP-E dan KUR sektor
pertanian) pada Penetapan Kinerja (PK) ditargetkan
Terealisasinya penyaluran KKP-E oleh perbankan sebesar Rp. 2
trilyun dan penyaluran KUR sektor pertanian oleh perbankan
sebesar Rp. 5 trilyun.

e Hasil capaian kinerja
— Realisasi penyerapan anggaran sebesar : Rp.1.502.873.600,-
(83,97%) dari pagu sebesar Rp.1.789.720.000,-
— Realisasi fisik
O Tersedianya Pedoman Teknis KKP-E : 900 eksemplar dan
Pedoman Teknis KUR sektor Pertanian : 9oo eksemplar
dan leaflet KKP-E dan KUR Pertanian: 10.000 eksemplar,
realisasi 100% dari target.

O Terealisasinya penyaluran KKP-E oleh perbankan Rp. 1,734
trilyun, realisasinya 86,7% dari target Rp. 2 trilyun.

O Terealisasinya penyaluran KUR sektor pertanian oleh
perbankan Rp. 7,511 trilyun, realisasi: 150,22% dari target Rp.
5 trilyun.

e Berdasarkan kriteria ukuran keberhasilan kegiatan penyaluran
kredit program bahwa :

O Realisasi penyaluran KKP-E berhasil dan KUR Sektor

Pertanian sangat berhasil melebihi target yang ditetapkan.

0 Untuk KKP-E (kredit dengan subsidi bunga), karena mulai
berkembangnya pola kerjasama kemitraan dengan
perusahaan mitra (sebagai off taker atau avalis), sehingga
resiko bank dapat diperkecil.

0 Untuk KUR sektor pertanian realisasi penyalurannya Rp.
7,511 trilyun, hal ini karena (a). adanya penjaminan risiko
kredit oleh lembaga penjamin yang [JP dibayar
Pemerintah, sehingga risiko yang ditanggung oleh
perbankan kecil dan bank tertarik menyalurkan KUR, (b).
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Adanya peningkatan sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi di
tingkat pusat dan daerah.

e Kontribusi kegiatan ini, dalam rangka membantu permodalan
guna peningkatkan penerapan teknologi anjuran. Apabila kredit
diterima tepat waktu dampaknya dapat meningkatkan
produktivitas usahanya.

Capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 :

Capaian Kinerja Tahun 2013

—Realisasi penyaluran KKP-E oleh perbankan sebesar Rp. 2,545 trilyun
atau 41% dari target sebesar Rp. 6,2 trilyun.

—Realisasi penyaluran KUR sektor pertanian oleh perbankan sebesar
Rp. 7,63 trilyun atau 155,2 % dari target sebesar Rp. 5 trilyun

Capaian Kinerja Tahun 2014

—Realisasi penyaluran KKP-E oleh perbankan sebesar Rp.1,764 trilyun
atau 70,6 % dari target sebesar Rp. 2,5 trilyun.

—Realisasi penyaluran KUR sektor pertanian oleh perbankan sebesar
Rp. 8,430 trilyun atau 140,5 % dari target sebesar Rp. 6 trilyun.

Capaian kinerja Tahun 2014 secara kuantitatif penyaluran kredit
program mengalami penurunan yaitu Rp. 0,781 trilyun dibanding
dengan capaian kinerja Tahun 2013 sebesar Rp. 2,545 trilyun.

3.1.2 Kegiatan Pelayanan Pembiayaan Pertanian melalui Pengembangan
Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

e Kegiatan PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal bagi
petani pemilik, penggarap, buruh tani dan rumah tangga tani
dalam wadah Gapoktan. Sasaran PUAP adalah berkembangnya
usaha agribisnis di pedesaan terutama di desa miskin terjangkau
dengan potensi pertanian.

e Kegiatan pelayanan pembiayaan melalui dana BLM-PUAP dalam
Penetapan Kinerja (PK) ditargetkan: Terfasilitasinya Gapoktan
dengan dana penguatan modal usaha BLM-PUAP sebanyak 1.713
Gapoktan.
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e Hasil capaian kinerja :

— Realisasi anggaran sebesar: Rp. 173.111.496.956,- (99,81%)
termasuk realisasi dana Bansos PUAP Rp.171,300.000.000;,-
dari pagu sebesar Rp. 173.437.000.000,-

— Realisasi fisik
O Tersedianya Pedoman PUAP : 1.000 eksemplar, Juknis
Pendamping PUAP: 1.000 eksemplar, Leaflet PUAP: 3.300

eksemplar.

O Terfasilitasinya Gapoktan dengan dana penguatan Modal
Usaha BLM-PUAP sebanyak : 1.713 Gapoktan, dengan
target 1.713 Gapoktan, realisasi : 100 %.

e Berdasarkan kriteria ukuran keberhasilan kegiatan penyaluran
dana BLM-PUAP, bahwa :
O Realisasi penyaluran Dana BLM PUAP berhasil sesuai
target yang ditetapkan.

e Kontribusi kegiatan ini dalam rangka membantu permodalan
petani untuk mengembangkan usaha pertanian antara lain:
membeli sarana produksi sehingga membantu peningkatan
penerapan teknologi lebih baik, guna mendukung peningkatan
usaha tanaman pangan, peternakan, hortikultura, perkebunan
dan usaha pendukung lainnya.

Capaian kinerja Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2013 :

Capaian kinerja Tahun 2013
— Terfasilitasinya Gapoktan dengan dana BLM-PUAP sebanyak
3.300 Gapoktan atau 100 % dari target 3.300 Gapoktan

Capaian Kinerja Tahun 2014
— Terfasilitasinya Gapoktan dengan dana BLM-PUAP sebanyak 1.713
Gapoktan atau 100 % dari target 1.713 Gapoktan.

Capaian kinerja tahun 2014 secara persentase sama, sebagai secara
kuantitatif, mengalami penurunan sesuai alokasi dana APBN.
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3.1.3  Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Usaha Petani Melalui Uji Coba Asuransi

Usahatani Padi (AUTP)

e Kegiatan uji coba AUTP merupakan bentuk perlindungan kepada
petani padi yang mengalami puso akibat bencana alam (banjir
dan kekeringan) dan terserang OPT. Kegiatan Ujicoba Asuransi
ini dilakukan bekerjasama dengan BUMN pupuk (PT PUSRI dan
PT Petrokimia Gresik), JICA dan perusahaan asuransi.

e Kegiatan model pelaksanaan asuransi pertanian melalui pilot
project seluas 3.000 ha

e Hasil capaian kinerja

— Realisasi anggaran sebesar: Rp.1.266.759.075,- (81,32%) dari
pagu sebesar Rp 1.557.764.000,-
— Realisasi fisik

O Terealisasinya model pelaksanaan asuransi pertanian
melalui pilot project uji coba AUTP seluas 3.173 ha atau
105,7% dari target seluas 3.000 ha.

O Tersedianya Pedoman Ujicoba Asuransi Usahatani Padi
(AUTP) dengan target 500 eksemplar, Pedoman
Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian dengan target 500
eksempler dan realisasi 100%.

O Tersedianya leaflet Ujicoba Asuransi Usahatani Padi
(AUTP) dengan target 1.500 lembar, Leaflet Ujicoba
Asuransi Ternak Sapi dengan target 1.500 lembar dan
realisasi masing masing leaflet 1.000 lembar dan realisasi
66,66%.

e Berdasarkan kriteria ukuran keberhasilan, kegiatan ujicoba
pelaksanaan asuransi pertanian melalui pilot project masuk
dalam kriteria “sangat berhasil”.

e Kontribusi kegiatan ini membantu petani dalam mitigasi risiko
usahatani padi jika mengalami gagal panen/puso. Untuk segera
dapat melakukan penanaman kembali sawah yang mengalami
gagal panen (puso), sehingga dapat mendukung keamanan
capaian produksi.

Untuk Tahun 2013 ini dari target seluas 3.000 ha dapat terealisasi
2.975 ha atau (99,17%). Pada Tahun 2014 pelaksanaan ujicoba

asuransi pertanian sudah terealisasi 3.713 ha (105,7%) dari target
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3.000 ha. Pada Tahun 2015 pelaksanaan ujicoba asuransi pertanian ini
direncanakan akan diperluas dengan menggunakan dana APBN.

3.1.4 Kegiatan Penumbuhan Kelembagaan Keuangan Mikro Agribisnis
(LKM-A) dari Gapoktan PUAP di perdesaan.

e Kegiatan penumbuhan kelembagaan keuangan mikro agribisnis
(LKM-A) dari gapoktan PUAP merupakan arah pengembangan unit
usaha jasa permodalan dari gapoktan penerima dana BLM PUAP
untuk tumbuh menjadi unit usaha LKM-A. Kebijakan ini merupakan
langkah strategis untuk membantu mengatasi permasalahan
pembiayaan petani skala mikro yang jumlahnya cukup besar di
perdesaan.

e Kegiatan penumbuhan kelembagaan keuangan mikro agribisnis dari
gapoktan PUAP ditargetkan : meningkatnya kemampuan pengurus
gapoktan dalam mengelola dana melalui LKM-A sebanyak 50 LKM-A.

e Hasil capaian kinerja
— Realisasi anggaran sebesar : Rp. 1.022.415.780,- (90,60%) dari

pagu sebesar Rp. 1.128.500.000,-

— Realisasi fisik

O Tersedianya Pedoman LKM-A dengan target : 1.000
eksemplar, Juknis Verifikasi dokumen administrasi penyaluran
dana BLM PUAP dengan target 1.000 eksemplar, Leaflet
Penumbuhan dan Pengembangan LKM-A pada Gapoktan
Penerima BLM PUAP : 2.000 eks, realisasi 100%.

0 Meningkatnya kemampuan pengurus Gapoktan dalam
mengelola dana melalui pelatihan peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Unit Usaha LKM-A pada Gapoktan PUAP
sebanyak: 50 Gapoktan (100 orang), realisasi 100%.

0 Tumbuhnya LKM-A gapoktan PUAP sebanyak : 50 LKMA,
realisasi 100 %.

—  Kriteria ukuran

Kegiatan ini berhasil sesuai target yang ditetapkan (100%).

Kontribusi kegiatan ini, dengan tumbuhnya LKM-A dapat

melayani petani yang membutuhkan modal, dampak tidak

langsung mendukung penerapan teknologi usaha tani.

Capaian kinerja tahun 2012

Tumbuhnya LKM-A Gapoktan PUAP sebanyak 60 unit LKM-A atau
100 % dari target 60 unit LKM-A.
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Capaian kinerja tahun 2013
Tumbuhnya LKM-A Gapoktan PUAP sebanyak 27 unit LKM-A atau 100%
dari target 27 unit LKM-A.
Capaian kinerja tahun 2014 sama-sama berhasil mencapai target, yaitu
sebanyak 50 unit LKM-A atau 100 % dari target 50 unit LKM-A

Tabel 1.Ukuran Keberhasilan Sasaran Kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian

Target
No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja & —1 Realisasi Capaian
Awal | Revisi
1. Berkembangnya Terfasilitasinya
Lembaga Gapoktan Gapoktan BLM-PUAP s )
anga
PUAP dengan dana 2.000 1.713 1.713 100 % & .
Berhasil
penguatan modal
usaha
2. Tersedianya Kredit 1. Terealisasinya
Program (KKP-E dan enyaluran KKP-E .
§ ( peny 1,734 T 86,7% Berhasil
KUR ) oleh Perbankan oleh Perbankan 2T
2. T liasi
erea llasmya T 7,511 T 150,22% Sangat
penyaluran KUR 5 Berhasil
oleh Perbankan
3. Fasilitasi Pelayanan Terealisasinya model
Usaha Petani Melalui pelaksanaan pilot s )
anga
Uji Coba Asuransi project 3.000 Ha 3.173ha 105,7 % Berhgasil
Usahatani Padi (AUTP)
4. Terbentuknya LKM-A Meningkatnya
pada Gapoktan PUAP kemampuan pengurus s "
anga
sebagai unit Gapoktan dalam & .
. . . 50 LKMA 50 LKMA 100% Berhasil
pembiayaan petani mengelola dana melalui
perdesaan LKM-A
3.2  Realisasi Anggaran

a. Alokasi anggaran Direktorat Pembiayaan Pertanian TA. 2014 dengan
kegiatan Pelayanan Pembiayaan pertanian dan Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan (PUAP) sebesar Rp. 228.042.484.000,-.

b. Anggaran terkait dialokasikan ke 4 (empat) Sub Direktorat dan 1 (satu)
Sub Bagian Tata Usaha.

c. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2014 secara keseluruhan mencapai
Rp. 222.182.105.128,- atau 97,43 %.

d. Kendala dan tindak lanjut :
Permasalahan tidak tercapainya penyerapan anggaran antara lain :
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Dana untuk honor dan operasional Penyelia Mitra Tani (PMT) tidak

dapat direalisasikan, karena beberapa PMT meninggal dunia,
mengundurkan diri dan tidak aktif.

Adanya revisi anggaran/kegiatan dan perubahan akun, sebagian

anggaran honor narasumber tidak dapat direalisasikan.

Tindak Lanjut yang dilakukan antara lain :

Dana dikembalikan ke kas Negara.

Mengevaluasi kembali target jumlah PMT dengan alokasi dananya.

Mengevaluasi kegiatan dan alokasi dananya.

Pagu anggaran masing-masing Sub Direktorat di Direktorat Pembiayaan

Pertanian tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5. Daftar Pagu Anggaran per Subdit dan Realisasinya

No Unit Eselon llI Pagu Realisasi %
1. | Subdit Pembiayaan Program Rp. 1.789.720.000,- Rp. 1.502.873.600,- 83,97 %
2 | Subdit Pembiayaan Rp. 173.437.000.000,- | Rp.173.111.496.956,- |  99,81%
Agribisnis *)
Subdit Pembiayaan Syariah R 6 R 66 8 y
3 dan Kerjasama p. 1.557.764.000,- p. 1.266.759.075,- 1,32%
4 | Subdit Kelembagaan dan Rp. 48.903.800.000,- Rp. 44.241.651.107,- | 90,47 %
Pemberdayaan Agribisnis**)
5 | Subbag Tata Usaha Rp. 2.354.200.000,- Rp. 2.059.324.390, 87,47 %
Jumlah Rp. 228.024.484.000,- | Rp. 222.182.105.128,- | 97,43 %
Keterangan: *) termasuk dana Bansos PUAP

**) termasuk Honor, BOP ATK PMT

Realisasi keuangan dari kegiatan utama yang dilaksanakan masing-masing
Eselon Il dan Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kredit Program

e Pada tahun 2014 realisasi pengembangan kredit program pertanian

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.789.720.000,-dengan realisasi
sebesar Rp. 1.502.873.600,- atau 83,97 % dari pagu.
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2. Pembiayaan Agribisnis
e Realisasi Penyaluran dana BLM-PUAP untuk Gapoktan dengan pagu
anggaran sebesar Rp.171.866.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
171.766.232.625 atau 99,94 % dari pagu.
e Realisasi keuangan Pembiayaan Usaha Agribisnis dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 1.570.700.000,- dan realisasi sebesar Rp.
1.345.264.331,- atau 85,65% dari pagu.

3. Pembiayaan Syariah dan Kerjasama
Realisasi keuangan Pembiayaan Syariah dan Kerjasama dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 1.557.764.000 dan realisasi sebesar Rp.
1.266.759.075 atau 81,32 %

4. Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis.

e Realisasi keuangan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro
Agribisnis (LKM-A) dari Gapoktan PUAP di perdesaan dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 1.128.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.
1.022.415.782,- atau 90,60 % dari pagu.

e Realisasi keuangan Fasilitasi PMT PUAP dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 47.775.300.000,- dan realisasi sebesar Rp.
43.219.235.325,- atau 90,46% dari pagu.

5. Sub Bagian Tata Usaha Direktorat
e Realisasi keuangan pengembangan sumber daya perencanaan dan
pelaporan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.354.200.000,- dan
realisasi sebesar Rp. 2.059.324.390 atau 87,47 % dari pagu.

3.3 Evaluasi Kinerja

Berdasarkan hasil penyajian data dan informasi pengukuran capaian kinerja
masing-masing kegiatan utama dapat diinterprestasikan keberhasilan
akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Hasil pengukuran capaian
kinerja kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan, secara keseluruhan
dapat mencapai target. Hasil pengukuran kinerja masing-masing kinerja
sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Pembiayaan Pertanian melalui Fasilitas Peningkatan
Penyaluran Kredit Program (KKP-E dan KUR).

Kegiatan fasilitasi kredit program tahun 2014 merupakan kegiatan yang
sudah dilaksanakan sejak tahun 2007. Fasilitasi kredit program
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merupakan suatu upaya pemerintah untuk membantu permodalan
petani/ peternak dengan suku bunga bersubsidi atau dengan penjaminan
yang premi/ Imbal Jasa Penjaminan (1JP) disediakan Pemerintah.

Kredit program ini dapat berhasil baik apabila terdapat kerjasama/
koordinasi yang baik antara Pemerintah (Kemenkeu dan Kementan),
perbankan dan Perusahaan Penjamin.

Berdasarkan Renstra Direktorat Pembiayaan Pertanian Tahun 2011-2014
dan juga Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Tahun 2011-2014, target realisasi penyaluran kredit program Rp. 29,400
trilyun. Sampai dengan Tahun 2014 (Desember), realisasi penyaluran
kredit program (KKP-E dan KUR sektor pertanian) sebesar Rp. 34,4
trilyun atau 99,7 % dari target. Khusus realisasi Tahun 2014 penyaluran
kredit program mencapai Rp.10,2 trilyun atau 97,1 % dari target Rp. 10,5
trilyun.

Petani/Kelompok Tani yang mampu mengakses kredit program
merasakan manfaatnya dalam memenuhi permodalan sehingga
penerapan teknologi budidaya dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk
itu kunci dalam peningkatan akses kredit program adalah pengawalan
dan pendampingan petugas di tingkat lapangan / Kelompok Tani.

2. Kegiatan Pelayanan Pembiayaan Pertanian Melalui Pengembangan
Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) adalah
merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani anggota,
baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga
tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Sasaran kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)
adalah berkembangnya usaha agribisnis di desa miskin potensi pertanian
dan terjangkau. Pada Renstra Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
Tahun 2011-2014, kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan
(PUAP) ditargetkan sebanyak 22.300 Gapoktan. Khusus realisasi PUAP
tahun 2011-2014 mencapai 19.173 Gapoktan (85.98%) dari target.

Berdasarkan hasil monitoring penyaluran dana BLM-PUAP bahwa (a).
Dana BLM-PUAP dimanfaatkan petani anggota Gapoktan utamanya
membeli sarana produksi (pupuk, pestisida dan benih) untuk mendukung
peningkatan penerapan teknologi anjuran dan sebagian kecil untuk
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usaha bakulan; (b). Gapoktan memiliki kinerja kelembagaan mulai dari
sedang sampai baik. Untuk meningkatkan dampak dana PUAP terhadap
peningkatan produktivitas usaha perlu ditingkatkan pembinaan dan
bimbingan secara berkesinambungan.

3. Fasilitasi Pelayanan Usaha Petani Melalui Uji Coba Asuransi Usahatani
Padi (AUTP)

Kegiatan Uji Coba Asuransi Usahatani Padi merupakan kegiatan yang
masih baru dan telah diujicobakan pelaksanaannya mulai Tahun 2012
seluas 623,12 ha. Untuk Tahun 2013 ini dari target seluas 3.000 ha dapat
terealisasi 2.975 ha atau (99,17%). Pada Tahun 2014 pelaksanaan ujicoba
asuransi pertanian sudah terealisasi 3.713 ha (105,7%) dari target 3.000 ha.
Pada Tahun 2015 pelaksanaan ujicoba asuransi pertanian ini direncanakan
akan diperluas dengan menggunakan dana APBN.

4. Kegiatan Penumbuhan Kelembagaan Keuangan Mikro Agribisnis
(LKM-A) dari Gapoktan PUAP di Perdesaan.

Gapoktan yang sudah menerima dana BLM PUAP pada tahun 2011
sampai dengan 2014 ditargetkan dalam renstra Ditjen PSP sebanyak 162
Gapoktan. Peningkatan kemampuan pengurus LKM-A tahun 2011 - 2014
ditargetkan 162 LKM-A. Realisasi peningkatan kemampuan pengurus
melalui apresiasi/peningkatan kapasitas mencapai 162 LKM-A. Khusus TA
2014 realisasi peningkatan kemampuan pengurus LKM-A/Gapoktan
sebanyak 50 LKM-A/Gapoktan.

3.4 Dukungan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Pembiayaan Pertanian berjumlah 45
orang yang terbagi kedalam 4 Sub Direktorat dan 1 Sub Bagian Tata Usaha.
Secara rinci distribusi SDM masing-masing Sub Direktorat tertera pd Tabel 2.
Tabel 2. Distribusi Pegawai Direktorat Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Golongan Pegawai | Total/o
No Unit Eselon Il
v im | n 1 rang

1 Subdit Pembiayaan Program 1 5 |1 - 7
2 Subdit Pembiayaan Syariah dan ] 8

Kerjasama 9
3 Subdit Pembiayaan Agribisnis 4 6 | - - 10
4 Subdit Kelembagaan dan 1 8 | 1| - 10
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Pemberdayaan Agribisnis
5 Subbag Tata Usaha 1 7 1 - 9
JUMLAH 8 34 13| 0 45

Distribusi SDM Direktorat Pembiayaan Pertanian Pejabat Eselon Il dan IV
menurut jenis kelamin tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Pegawai Direktorat Pembiayaan Pertanian Berdasarkan
Sebaran Pejabat Eselon Il dan IV

No
Pejabat Laki-laki Perempuan | Jumlah
1 | Eselonlll 4 - 4
2 | EselonlV 7 2 9
JUMLAH 1 2 13

Distribusi SDM Direktorat Pembiayaan Pertanian berdasarkan golongan
pegawai tertera pada Tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Pegawai Direktorat Pembiayaan Pertanian Berdasarkan
Sebaran Pegawai per Golongan

No Golongan A | B | C| D | E | Jumlah
1 | Golongan| 0
2 | Golongan I - 3 3
Golongan 11l 4 |14 | 4 | 12 34
4 | Golongan |V 5 2 1 8
Jumlah 9 |16 | 8 | 12 o 45

3.5 Hambatan dan Kendala

Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Terbatasnya SDM, pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan penyaluran
dana BLM-PUAP sehingga semua SDM fokus membantu pada kegiatan
penyaluran dana BLM-PUAP.

2. Penyaluran dana BLM PUAP antara lain :
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e Terdapat banyak perubahan nama desa dari DNS PUAP yang di
terbitkan akibat terjadinya pemekaran desa sehingga calon desa
PUAP yang akan ditetapkan berubah nama.

e Banyak Gapoktan yang dibentuk baru, pada saat program PUAP
diluncurkan sehingga kesulitan dalam penyusunan dokumen
administrasi PUAP dan terdapat Gapoktan yang tidak terdaftar di
data Tim Teknis Kabupaten/Kota.

e Hasil verifikasi desa oleh Tim PUAP Pusat masih terdapat
desa/gapoktan PUAP yang telah mendapatkan dana BLM PUAP pada
tahun sebelumnya.

e Masih terdapat Dana BLM PUAP yang belum direalisasikan oleh
Gapoktan kepada anggota.

e Kelengkapan dokumen administrasi Gapoktan masih banyak

terdapat kesalahan.

3. Fasilitasi penyaluran kredit program :

e Sumber dana 100% dari perbankan, dan risiko ditanggung
sepenuhnya oleh bank sehingga Bank sangat hati-hati menyalurkan
kredit;

e Suku bunga program kurang menarik perbankan, sehingga
penyaluran kredit menurun;

e Peran Dinas teknis dalam pembinaan dan mediasi belum optimal;

e Terbatasnya jaminan tambahan yang dimiliki petani berupa sertifikat
lahan;

e Tidak adanya jaminan pasar dan harga hasil produksi.

Permasalahan terkait sebagian sudah dapat diatasi dan sebagian
diperlukan upaya tindak lanjut, sehingga petani dapat terpenuhi
kebutuhan permodalan dalam usaha taninya.

4. Uji coba asuransi pertanian

e Permentan yang menjadi landasan pelaksanaan asuransi sampai saat
ini masih dalam penyelesaian.

e Kurangnya pelaksanaan sosialisasi kegiatan asuransi pertanian di
daerah.

e Peran Dinas teknis dalam pembinaan dan mediasi belum optimal
dalam mensosialisasikan program;

e Terbatasnya jaminan yang dimiliki petani.

5. Permasalahan yang dihadapi pembentukan LKM-A Gapoktan PUAP
e Belum semua LKM-A Gapoktan PUAP memiliki Badan Hukum;
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e Sumber Daya Manusia (SDM) Pengurus Gapoktan PUAP masih,
sehingga pengelolaan PUAP masih bersifat tradisional;

e Dana yang dimiliki Gapoktan masih terbatas dan masih banyak
Gapoktan yang belum melakukan ‘linkage program’ dengan
perbankan;

e Belum optimalnya dukungan Pemda dalam pengembangan LKM-A
Gapoktan PUAP;

e Pendampingan yang dilakukan oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) belum
optimal dikarenakan wilayah kerja PMT yang luas (1 PMT * 35
Gapoktan);

Permasalahan terkait sebagian sudah dapat diatasi dan sebagian diperlukan
upaya tindak lanjut, sehingga petani dapat terpenuhi kebutuhan permodalan
dalam usaha taninya.

3.6 Upayadan Tindak Lanjut

Tindak lanjut terhadap permasalahan yang tersebut di atas dalam rangka
meningkatkan kinerja di tahun mendatang antara lain :

1.
2.

10.

11.

Dana yang tidak terserap dikembalikan ke kas Negara.

Mengevaluasi kembali rencana kerja kegiatan Direktorat dengan
mengoptimalkan SDM yang tersedia;

Mengembangkan kerjasama kemitraan antara kelompoktani dengan
perusahaan mitra (avalis/off-taker) untuk mengurangi risiko kredit.
Meningkatkan peran Dinas teknis dalam melakukan CP/CL kelompoktani
yang akan akses ke perbankan;

Mengevaluasi dan mengganti SDM PMT yang mengundurkan diri dan
tidak aktif;

Melakukan pertemuan dan sosialisasi penyaluran BLM-PUAP sesuai
Pedum dan Juknis;

Penyelesaian Permentan asuransi pertanian di tahun berikutnya

Untuk dapat implementasi asuransi pertanian secara nasional perlu
sosialisasi secara intern kepada petugas, petani di provinsi maupun
kabupaten/kota;

PMT, Penyuluh Pendamping, Tim Teknis agar mendorong LKM-A
Gapoktan PUAP untuk memiliki badan hukum;

Melakukan peningkatan kapasitas bagi Gapoktan PUAP dalam
pengelolaan dana BLM-PUAP;

Mengoptimalkan dana keswadayaan anggota Gapoktan serta
memfasilitasi linkage program antara LKM-A dengan perbankan;
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12. Meningkatkan pemahaman Tim Pembina dan Tim Teknis Kabupaten/Kota
melalui forum pertemuan/sosialisasi terkait pengembangan LKM-A dan
mendorong pemda untuk memfasilitasi dalam aspek permodalan dan
kebijakan;

13. Jangkauan wilayah kerja PMT agar disesuaikan dengan luas wilayah
sehingga kinerja PMT dapat optimal untuk mendampingi Gapoktan.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pembiayaan
Pertanian Tahun 2014 merupakan kewajiban yang harus disusun instansi
pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi terhadap publik.

Direktorat Pembiayaan Pertanian telah melaksanakan tugas dan fungsinya
sesuai dengan visi, misi yang dijabarkan dalam program dan kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan. Secara fisik realisasi kegiatan terealisir
sebesar 100% dan keuangan terealisasi sebesar 97,43% jika dilihat dari segi
input dan outputnya kegiatan tersebut mempunyai tingkat efisiensi yang

tinggi.

Sumber-sumber pembiayaan yang telah dimanfaatkan oleh kelompok
sasaran antara lain Skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E),
kredit usaha Rakyat (KUR) dan dana BLM PUAP. Sedangkan dana premi
untuk ujicoba asuransi usaha tani padi bekerjasama antara petani dan JICA,
PT. Pusri dan PT. Petrokimia Gresik, sudah terealisasi. Arah pembinaan
kepada Gapoktan yang sudah menerima dana BLM-PUAP diharapkan bisa
tumbuh dan berkembang membentuk unit Lembaga Keuangan Mikro
Agribisnis (LKM-A) sebagai lembaga ekonomi yang melayani masyarakat
pertanian di perdesaan

Kendala dan permasalahan yang dihadapi perlu dicari upaya
pemecahannya. Sebagian telah selesai dan sebagian lagi perlu ada tindak
lanjut untuk masa yang akan datang. Permasalahan yang muncul di petani
antara lain : persyaratan prudential perbankan, anggapan bahwa sektor
pertanian mempunyai risiko yang tinggi, keterbatasan jaminan dari petani
atau peternak juga akses petani ke lembaga keuangan masih lemah serta
belum tersedianya lembaga keuangan formal khusus untuk membiayaan
sektor pertanian.

Jakarta, Januari 2015
Direktorat Pembiayaan Pertanian
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|. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian mempunyai peran yang besar dalam penyediaan pangan
nasional, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan di perdesaan,
penyedia bahan baku industri, dan berkontribusi dalam pelestarian lingkungan.
Peran yang dilaksanakan oleh sektor pertanian, masih terkendala dengan masih
tingginya angka kemiskinan yang dialami oleh petani di perdesaan. Berdasarkan
data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2013 jumlah penduduk miskin tercatat
28,60 juta jiwa. Sekitar 17,77 juta jiwa berada di perdesaan dengan mata
pencaharian utama di sektor pertanian. Pada umumnya petani di perdesaan
berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan kurang dari 0,3 hektar.
Kemiskinan di perdesaan merupakan masalah pokok nasional yang
penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam
pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan
ekonomi nasional berbasis pertanian dan perdesaan secara langsung maupun

tidak langsung akan berdampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin.

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani yaitu kesulitan akses
kepada fasilitasi pembiayaan. Permasalahan pembiayaan disebabkan antara lain:
(a) sistem dan prosedur penyaluran kredit dari perbankan masih rumit, birokratis
dan kurang memperhatikan kondisi petani dan karakteristik pertanian; (b) usaha
pertanian bagi perbankan mempunyai resiko tinggi sehingga menghambat aliran
modal investasi maupun modal kerja ke sektor pertanian; (c) tidak adanya
kemampuan petani untuk menyediakan agunan tambahan antara lain berupa
sertifikat lahan, (d) lembaga keuangan perbankan dan non perbankan
menerapkan prinsip 5-C (Character, Collateral, Capacity, Capital, dan Condition);
dan (e) tidak adanya skim kedit khusus pertanian yang tersedia di perbankan.

Salah satu tantangan bagi Kementrian Pertanian untuk pembangunan
pertanian perdesaan pada tahun 2010 - 2014 adalah membuka akses
pembiayaan dengan menyediakan dan memfasilitasi sumber pembiayaan bagi
petani dan pelaku usaha agribisnis, mulai dari petani skala kecil, menengah,
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sampai skala besar, sekaligus memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi
produktif petani dalam upaya menjawab permasalahan ketersediaan pembiayaan

pertanian yang mudah diakses oleh petani.

Program dan kegiatan Direktorat Pembiayaan Pertanian difokuskan untuk
mendukung pembangunan empat sub sektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, dan peternakan. Berkaitan dengan aspek pengelolaan kinerja
instansi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah membangun
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan
perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan program
berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. SAKIP  memiliki
komponen-komponen yang harus dipenuhi antara lain Perencanaan Kinerja,
Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi serta Pemanfaatan

Informasi Kinerja.

Dalam SAKIP dokumen perencanaan yang harus diwujudkan secara
terintegrasi adalah rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja.
Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah. Rencana
kinerja dan penetapan kinerja merupakan target dan komitmen kinerja yang akan
diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja
diperlukan Rencana Kinerja Tahunan, yang merupakan penjabaran dari renstra
memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu
tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan.
Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan ketersediaan alokasi anggaran
yang dituangkan dalam suatu penetapan kinerja. Penetapan kinerja akan

dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya dalam LAKIP.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pembiayaan Pertanian Tahun
2014 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat
Pembiayaan Pertanian dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan

pelaksanaan kinerja pembiayaan pertanian.
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Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pembiayaan
Pertanian Tahun 2014 adalah memberi acuan bagi pelaksana kegiatan di Lingkup
Direktorat Pembiayaan Pertanian yang meliputi aspek pembiayaan program,
pembiayaan agribisnis, kelembagaan dan pemberdayaan agribisnis, pembiayaan

syariah dan kerjasama.

1.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari RKT Direktorat Pembiayaan Pertanian
Tahun 2014 adalah tersusunnya RKT Direktorat Pembiayaan Pertanian sebagai
arahan pelaksanaan kegiatan di Lingkup Direktorat Pembiayaan Pertanian dalam
melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas pokoknya terkait merumuskan
serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang pembiayaan

pertanian, koordinasi, manajemen, dan administrasi.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah:

1. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No0.29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4. Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2011-2014.

5. Renstra Direktorat Pembiayaan Pertanian 2011-2014
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Il. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

2.1. Visi dan Misi

Visi Direktorat Pembiayaan Pertanian adalah terwujudnya fasilitasi dukungan
pembiayaan bagi petani yang mudah diakses dengan suku bunga terjangkau
sesuai dengan karakteristik usaha pertanian dan berkembangnya kelembagaan

keuangan mikro agribisnis.

Untuk mencapai Visi tersebut Direktorat Pembiayaan Pertanian

mengembangkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan optimasi penyaluran kredit bersubsidi: Kredit Ketahanan Pangan
dan Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi
Perkebunan (KPEN-RP) untuk mendukung percepatan revitalisasi tanaman
perkebunan (sawit, kakao dan karet), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)
untuk mendukung pencapaian swasembada daging.

2. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk
mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

pertanian.

3. Mewujudkan fasilitasi pembiayaan melalui program pemberdayaan
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) bagi petani/peternakan

(pemilik dan/atau penggarap) skala kecil, dan buruh tani.

4. Mewujudkan terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)
sebagai delivery system pembiayaan petani mikro kecil-perdesaan.

5. Meningkatkan ketersediaan subsidi kredit bagi petani/peternak/pekebun untuk

mendukung pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.

6. Mendorong peningkatan market share pembiayaan bagi hasil dari perbankan
syariah maupun lembaga keuangan syariah untuk pembiayaan usaha

pertanian.

7. Mendorong terbentuknya kebijakan asuransi pertanian yang memberikan

perlindungan petani.
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8.

Meningkatkan kerjasama dengan pihak perbankan dan perusahaan asuransi
dalam rangka pengembangan skim-skim kredit komoditas ungulan pertanian
mulai dari hulu-budidaya-hilir, serta skim-skim yang mendorong industri

pertanian.

Mengoptimalkan kerjasama pembiayaan dengan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) untuk program PKBL, kerjasama optimasi dana SP-3, optimalisasi

dana CSR (Corporate Social Responsibility).

10.Mewujudkan terbentuknya landasan hukum pembiayaan pertanian dalam

bentuk Undang-undang Pembiayan Pertanian dan Peraturan Pemerintah

sebagai dasar kepastian hukum penyediaan pembiayaan usaha petani.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Fasilitasi dukungan pembiayaan bagi petani yang mudah diakses dengan

suku bunga terjangkau sesuai dengan karakteristik usaha pertanian dan

berkembangnya kelembagaan keuangan mikro agribisnis, bertujuan untuk:

1.

Mewujudkan sistem dan mekanisme pelayanan kredit/pembiayaan yang
mudah diakses dengan suku bunga terjangkau melalui penyediaan subsidi dan

penjaminan dari pemerintah.

Meningkatkan ketersediaan pembiayaan bagi petani/peternak (pemilik
dan/atau penggarap) skala kecil, dan buruh tani melalui Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan (PUAP).

Meningkatkan kemampuan managemen pengelolaan keuangan dan
pemberdayaan gapoktan menuju terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro
Agribisnis (LKM-A).

Mengoptimalkan kerjasama pembiayaan dengan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) melalui program PKBL dan CSR (Corporate Social Responsibility)

serta lembaga keuangan lainnya.

Mewujudkan terbentuknya sistem perlindungan usaha petani dan mitigasi

risiko usaha petani melalui Asuransi Pertanian.
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6.

Mewujudkan terbentuknya Undang-undang Pembiayaan Pertanian serta

turunannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Sasaran pelaksanaan pembangunan dan program kerja Direktorat

Pembiayaan Pertanian adalah sebagai berikut:

1.

Terwujudnya optimalisasi penyaluran kredit bersubsidi KKP-E, KPEN-RP untuk
mendukung percepatan revitalisasi tanaman perkebunan (sawit, kakao dan

karet) KUPS untuk mendukung pencapaian swasembada daging.

Terwujudnya  optimalisasi pemanfaatan KUR  untuk  mendukung

pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pertanian.

Terwujudnya fasilitasi pembiayaan melalui program pemberdayaan
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) bagi petani/peternak

(pemilik dan/atau penggarap) skala kecil, dan buruh tani.

Terwujudnya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) sebagai delivery
system pembiayaan petani mikro kecil perdesaan.

Meningkatnya ketersediaan subsidi kredit bagi petani/peternak/pekebun untuk

mendukung pembangunan pertanian dan ketahanan pangan,

Meningkatnya kerjasama dengan pihak perbankan dan perusahaan asuransi
dalam rangka pengembangan skim-skim kredit komoditas unggulan pertanian
mulai dari hulu-budidaya-hilir, serta skim-skim yang mendorong industri

pertanian.

Terwujudnya landasan hukum pembiayaan pertanian dalam bentuk Undang-
undang Pembiayaan Pertanian dan Peraturan Pemerintah sebagai dasar
kepastian hukum penyediaan pembiayaan usaha petani.

2.3. Strategi

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja Direktorat Pembiayaan

Pertanian memiliki strategi sebagai berikut:

1.

Good Governance
Melaksanakan manajemen fasilitasi pembiayaan yang efisien, bersih,

transparan, bebas dari KKN dengan penyelenggaraan disiplin anggaran dan
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penciptaan kebijakan yang mendorong peran serta stakeholder terkait baik

pusat maupun daerah sesuai dengan kewenangannya.

Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang feasible dan
bankable

Mendorong pemanfaatan portofolio ketersediaan dana dari bank baik melalui
kredit program dan kredit komersial (KKP-E, KPEN-RP dan KUPS) untuk

membiayai usaha pertanian.

Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang feasible tidak
bankable Mengoptimalkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebagian
resiko kreditnya ditanggung oleh perusahaan penjamin dengan I1JP dibayar

oleh pemerintah.

Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok tani yang tidak feasible dan tidak

bankable

a. Upaya menyediakan dan memberikan Bantuan Sosial (BLM) bagi gapoktan
untuk ditransformasi menjadi LKM-A.

b. Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dari
gapoktan PUAP di perdesaan untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil.

2.4. Kebijakan dan Program

Kebijakan Direktorat Pembiayaan Pertanian yang terkait revitalisasi

pembiayaan pertanian dalam rangka mendukung ketersediaan pembiayaan/kredit

bagi petani, kebijakan Direktorat Pembiayaan Pertanian fokus pada sumber

pembiayaan dari:

1.

2
3.
4

Dana perbankan;

Dana laba BUMN/CSR (PKBL-BUMN);

Dana Lembaga Keuangan Non Bank;

Dana pihak swasta, dana masyarakat tani dan atau masyarakat yang peduli
terhadap pertanian;

Dana pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah (APBD Propinsi dan
APBD Kabupaten/Kota);
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6. Dana lembaga keuangan mikro dan lembaga adat yang berkembang di
masyarakat; serta

7. Sumber pembiayaan lainnya.

Program Direktorat Pembiayaan Pertanian adalah: Pelayanan Pembiayaan
Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dengan
indikator kinerja utama adalah:

1. Jumlah terbentuk dan terfasilitasinya Gapoktan PUAP dengan dana Stimulus
dana Penguatan Modal Usaha

2. Jumlah penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) oleh
Perbankan

3. Jumlah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR sektor pertanian ) oleh
Perbankan

4. Jumlah model pelaksanaan asuransi pertanian

5. Jumlah (LKM-A) meningkat kemampuannya dalam mengelola dana BLM-
PUAP melalui pelatihan

Indikator kinerja untuk masing-masing aspek yang menjadi tanggung jawab
Direktorat Pembiayaan Pertanian mencakup pembiayaan program, pembiayaan
syariah dan kerjasama, pembiayaan agribisnis, serta kelembagaan dan
pemberdayaan agribisnis.
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IIl. PERENCANAAN KEGIATAN

3.1. Kegiatan dan Penjabaran Kegiatan dalam Sub Kegiatan

Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari perencanaan sasaran
terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan
dan teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber

daya tersebut.

Sesuai amanat reformasi perencanaan dan penganggaran, disebutkan
bahwa program merupakan tanggung jawab unit Eselon-I dan dalam bentuk
kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerja di lingkupnya. Kegiatan

menghasilkan output yang mendukung pencapaian outcome program.

Kegiatan Direktorat Pembiayaan Pertanian adalah: Kegiatan Pelayanan
Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).
Dalam Kegiatan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha

Agribisnis Perdesaan (PUAP) terdapat sub kegiatan:

1. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) sebagai sumber
pembiayaan bagi usaha petani/skala kecil dan buruh tani yang tidak layak

menurut bank melalui penguatan modal gapoktan.

2. Meningkatkan penyaluran KKP-E, KPEN-RP, dan KUPS sebagai sumber
pembiayaan petani dengan suku bunga rendah karena adanya subsidi suku
bunga kredit;

3. Meningkatkan penyaluran kredit dengan penjaminan vyaitu Kredit Usaha

Rakyat (KUR) untuk sektor pertanian.

4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya Lembaga Keuangan Mikro
Agribisnis (LKM-A) di perdesaan sesuai budaya setempat.

5. Mengembangkan mitigasi risiko usaha pertanian bagi petani melalui Asuransi

Pertanian.
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6. Menyiapkan dan mewujudkan rumusan kebijakan pembiayaan pertanian yang
dituangkan dalam Undang-undang sebagai upaya memberikan kepastian

sumber dan pola pembiayaan sector pertanian.

3.2. Cara Melaksanakan Kegiatan

Kegiatan-kegiatan dalam Kegiatan Kegiatan Pelayanan Pembiayaan
Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) diprioritaskan
untuk mendukung Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana dan
Sarana Pertanian sesuai yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah TA.
2014.

Sasaran strategis yang disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan Direktorat
Pembiayaan Pertanian tahun 2014 adalah Meningkatnya fasilitasi dukungan
pembiayaan bagi petani melalui terlaksananya panyaluran dana BLM-PUAP,
kredit program, asuransi dan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro
Agribisnis. Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama dari Direktorat Pembiayaan

tahun 2014 maka upaya utama yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Berkembangnya Lembaga Gapoktan Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan (PUAP)
Terfasilitasinya Gapoktan dengan dana penguatan Modal Usaha BLM-PUAP
sebanyak 3.000 Gapoktan

2. Penyediaan kredit program (KKP-E dan KUR sektor pertanian) oleh

perbankan.

a. Terealisasinya penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)

oleh perbankan sebesar Rp. 2 trilyun.

b. Terealisasinya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian

oleh perbankan sebesar Rp. 4 trilyun.

3. Terealisasinya model pelaksanaan asuransi pertanian melalui pilot project
seluas 3.000 Ha
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4. Terbentuknya LKM-A pada Gapoktan PUAP, sebagai unit pembiayaan petani
perdesaan
Meningkatnya kemampuan pengurus Gapoktan dalam mengelola dana
melalui LKM-A sebanyak 50 LKM-A

Indikator kinerja utama dari Direktorat Pembiayaan Pertanian Tahun 2014
untuk mendukung meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya
penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian yang merupakan
sasaran strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun
2014 adalah Penyaluran Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
(PUAP) pada lahan sawah seluas 40.067 Ha.
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V. PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pembiayaan Pertanian Tahun 2014
merupakan suatu dokumen dari yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu
komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis
dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP).

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pembiayaan Pertanian Tahun 2014
merupakan rencana sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu
satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai
sasaran dan srategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program dan kegiatan
serta sub kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai

sasaran yang ditetapkan.

Dokumen ini diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan Direktorat
Pembiayaan Pertanian serta dapat menyatukan operasionalisasi dari semua pihak
yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan pembiayaan pertanian dan
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan dalam jangka waktu satu tahun
untuk mencapai suatu arah yaitu terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian program yang sesuai dengan paradigma pembangunan serta

kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan
menciptakan sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui
pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM,
penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait,
sehingga hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan

dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pembiayaan Pertanian Tahun 2014 12



RKT DIT PEMBIAYAAN TA. 2014

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Pembiayaan Pertanian

Tahun Anggaran 12014

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Meningkatnya fasilitasi dukungan pembiayaan bagi petani
melalui terlaksananya panyaluran dana BLM-PUAP, kredit
program, asuransi dan pengembangan Lembaga Keuangan
Mikro Agribisnis

. Jumlah terbentuk dan terfasilitasinya Gapoktan PUAP

dengan dana Stimulus dana Penguatan Modal Usaha

3.000 Gapoktan

. Jumlah penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi | ~ Rp.2 Trilyun
(KKP-E) oleh Perbankan

. Jumlah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR sektor Rp.5 Trilyun
pertanian ) oleh Perbankan

. Jumlah model pelaksanaan asuransi pertanian 3.000 Ha

. Jumlah (LKM-A) meningkat kemampuannya dalam 50 LKMA
mengelola dana BLM-PUAP melalui pelatihan
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